BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis

akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-

bab sebelumya, yakni sebagai berikut:

1) DPD dibentuk pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 memiliki
tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. DPD hadir
sebagai jawaban dari sentralisme sistem ketatanegaraan di Indonesia
dan sebagai penyeimbang DPR yang berasal dari partai politik, serta
mengakomodir setiap kebutuhan dari daerah di Indonesia. Adanya
anggota partai politik sebagai wakil daerah di DPD membuat tujuan
dari dibentuknya DPD tidak tercapai. Dengan anggota partai politik
sebagai wakil daerah di DPD, tujuan pembentukan DPD sebagai
jawaban dari sentralisme tidak tercapai karena partai politik
merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik
pada tingkat pusat atau dengan kata lain partai politik masih bersifat
sentralistik. Kemudian DPD pun tidak akan bisa menjadi
penyeimbang DPR yang berasal dari Partai Politik. Hal ini
dikarenakan anggota partai politik yang menjadi wakil daerah di
DPD membuat kedua lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu DPR
dan DPD, memiliki unsur partai politik tanpa adanya penyeimbang.

Tujuan dibentuknya DPD demi terakomodirnya kebutuhan
daerah akan terhambat karena adanya conflict of interest di dalam
anggota DPD itu sendiri jika anggota Partai Politik menjadi wakil
daerah di DPD. Hal ini mengingat bahwa anggota partai politik
cenderung mementingkan kepentingan partai politiknya dan dalam
menjalankan kebijakan berorientasi kepada platform partai politik

yang dianggotainya. Mengingat anggota partai poltik harus tunduk
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2)

kepada AD dan ART partai politik tersebut. Sehingga anggota DPD
yang juga merupakan anggota partai politik tidak murni
mengakomodir kepentingan daerah tetapi telah terpengaruh oleh
partai politik yang dianggotainya. Oleh karena itu, anggota partai
politik sebagai wakil daerah di DPD membuat tujuan pembentukan
DPD tidak akan tercapai, yang hal ini menghambat DPD dalam
mewujudkan kesejahteraan umum. Maka seharusnya anggota Partali
Politik tidak dapat menjadi wakil daerah di DPD.

Hak konstitusional adalah hak bagi setiap orang dan setiap warga
negara yang diatur dan dijamin di dalam konstitusi. Konstitusi di
Indonesia adalah UUD NRI 1945. Anggota DPD dan anggota Partai
Politik tentu memiliki hak yang dijamin dan dilindungi dalam UUD
NRI 1945. Seperti hak untuk duduk di pemerintahan dan hak untuk
berserikat. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jika
anggota partai politik tidak dapat menjadi anggota DPD maka
haknya untuk duduk dipemerintahan telah tercederai. Demikian pula
apakah jika anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik,
maka haknya untuk berserikat telah dilanggar.

Untuk itu perlu dilihat bahwa dalam UUD NRI 1945 tidak
hanya diatur mengenai hak-hak apa saja yang dijamin dan
dilindungi. Tetapi, UUD NRI 1945 juga mengatur menganai hak-
hak yang tidak dapat dibatasi dan hak-hak yang dapat dibatasi. Hak
untuk berserikat dan hak untuk dapat duduk di pemerintahan
merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Hak untuk berserikat dan hak untuk duduk di pemerintahan
dapat dibatasi demi berjalannya pemerintahan yang baik sesuai
dengan sistem ketatanegaraan yang dicita-citakan dalam UUD NRI
1945, Sebab tanpa adanya pembatasan hak bagi anggota DPD untuk
menjadi anggota Partai Politik atau bagi anggota Partai Politik untuk

menjadi Anggota DPD, tujuan dari dibentuknya DPD tidak akan
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tercapai. Hal ini mengakibatkan cita-cita negara indonesia pun untuk
menyejahterakan rakyatnya akan terhambat. Maka, adanya larangan
anggota partai politik menjadi wakil daerah di DPD tidaklah
bertentangan dengan konstitusi kita. Hal ini dikarenakan
pembatasan tersebut demi tercapainya tujuan negara, Yaitu
kesejahteraan rakyat.

5.2 Saran
Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak

besar pada inti dari pemerintahan, untuk itu haruslah dilakukan beberapa

pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara

lain:
1)

2)

Perlu adanya larangan bagi calon anggota DPD untuk berasal dari
anggota Partai Politik. Larangan ini diatur di dalam Undang-Undang
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU Pemilu
Legislatif. Pengaturan mengenai calon anggota DPD dilarang berasal
dari anggota Partai Politik perlu untuk dicantumkan sebagai salah satu
syarat mendaftarkan diri menjadi anggota DPD dalam UU Pemilu
Legislatif. Hal ini dapat direalisasikan dengan merevisi Pasal 12 UU
Pemilu Legislatif 2012 yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi
anggota DPD. Dengan menambahkan satu syarat yaitu,”bukan
merupakan anggota Partai Politik.”

Syarat ini ada agar para calon anggota DPD saat menjadi anggota DPD
benar-benar merepresentasikan daerah tanpa adanya pengaruh dari
partai politik yang menaungi orang tersebut karena ia bukan merupakan

anggota partai politik.

Dalam hal ini perlu adanya ketentuan mengenai larangan anggota partai
politik menjadi anggota DPD. Larangan ini diatur dalam Undang-
Undang MD3 2014. Pengaturan mengenai larangan bahwa anggota
DPD tidak boleh masuk partai politik ataupun menjadi anggota partai

97



politik direalisasikan dengan anggota DPD dilarang untuk mendaftar
dan menjadi anggota partai politik. Hal ini semata-mata demi
menghindari adanya conflict of interest juga demi tercapainya tujuan
dibentuknya DPD itu sendiri. Realisasi dari peraturan ini dapat
diwujudkan dengan merevisi Bagian Kedua Belas UU MD3 2014
tentang Larangan dan Sanksi pada Pasal 302. Dengan ditambahkannya
larangan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik sebagai
berikut,” anggota DPD dilarang untuk mendaftar dan menjadi anggota

partai politik.”
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